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Judul : Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Kesalahan Input Perubahan
Data Perseroan Terbatas Secara Online.

ABSTRAK

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berupaya untuk memberikan
kemudahan dalam pengurusan suatu badan hukum dengan melakukan perubahan
Sistem Administrasi Badan Hukum yang awalnya manual menjadi sistem online.
Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan khusus dalam
melakukan penginputan perubahan data Perseroan Terbatas tersebut. Namun, dalam
proses penginputan data dapat terjadi kesalahan yang merugikan Perseroan maupun
Notaris. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan tanggung jawab Notaris. Dari latar
belakang diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami prosedur
perubahan data Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum
berbasis online dan menganalisis bentuk tanggung jawab hukum Notaris terhadap
kesalahan input perubahan data Perseroan Terbatas secara online. Metode penelitian
yang digunakan ialah penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan
Perundang-Undangan dan pendekatan Konseptual. Hasil dari penelitian ini ialah
untuk melakukan perubahan data Perseroan Terbatas, diperlukan beberapa prosedur
yaitu berupa Rapat Umum Pemegang Saham, Akta Notaris, dan diberitahukan kepada
Menteri oleh Notaris melalui Sistem Administrasi Badan Hukum secara online dan
harus dilakukan secara teliti. Notaris juga bertanggungjawab atas segala akibat
hukum yang terjadi terhadap Perseroan maupun Notaris apabila terdapat kesalahan
input.

Kata Kunci : Notaris, Tanggung Jawab, Sistem Administrasi Badan Hukum.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pada era globalisasi, seluruh negara di dunia banyak mengalami kemajuan
terutama dibidang teknologi termasuk di Indonesia. Fenomena ini akan terus
berevolusi dan akan menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat yang bisa
berdampak pada tatanan kehidupan suatu bangsa. Banyak manfaat yang sudah
didapatkan oleh manusia dengan adanya perkembangan teknologi. Adanya
kemudahan bagi manusia untuk mengakses banyak informasi, sehingga suatu
informasi dapat menyebar luas secara cepat merupakan salah satu manfaat
perkembangan di bidang teknologi.

Dalam era digital, teknologi memiliki peran yang besar dan dapat
berdampak positif atau sebaliknya yang merupakan tantangan baru.! Dengan
adanya era globalisasi ini tidak hanya memberi pengaruh di bidang informasi,
tetapi juga memberikan pengaruh pada aspek ekonomi, pendidikan, budaya,
politik, dan juga hukum. Aspek hukum merupakan salah satu dari beberapa aspek
yang mengalami perkembangan dikarenakan adanya globalisasi. Hukum yang
menjadi lebih efisien dan efektif dalam pengimplementasiannya merupakan
perkembangan yang diharapkan dengan adanya globalisasi. Salah satu komponen

hukum yang ikut mengalami perkembangan ialah notaris. Banyak kepengurusan

! Qisthi Fauziyyah Sugianto & Widhi Handoko, ‘“Peluang dan Tantangan Calon Notaris
Dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital”, Jurnal Notarius, Vol. 12 No. 2, 2019.
hlm.657.



administrasi yang hanya bisa dibuat dan didaftarkan oleh notaris. Oleh karena itu,
profesi notaris memiliki peran penting karena kedudukannya sebagai pejabat
negara dibutuhkan. Setiap perjanjian yang ada saat ini, pasti akan mengarah ke
notaris karena keabsahan atau kepastian hukum perjanjian yang mereka lakukan.
Maka dari itu, di masa sekarang ini kedudukan notaris sangatlah penting.

Notaris merupakan pejabat negara yang memiliki kewenangan tersendiri
yang tidak dimiliki oleh pejabat negara lainnya karena Notaris merupakan pilar
negara yang diberi kewenangan khusus oleh pemerintah untuk melakukan
perbuatan hukum. Dalam melaksanakan tugasnya, ia memiliki hak, kewajiban,
larangan serta tanggung jawab yang wajib mereka patuhi.? Oleh sebab itu,
seorang Notaris diatur oleh suatu aturan hukum. Aturan hukum tersebut ialah
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum menurut Pasal 15 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ialah membuat akta otentik berkaitan
dengan tindakan, perjanjian dan keputusan-keputusan yang oleh perundang-
undangan umum diwajibkan agar dapat dinyatakan dalam surat yang bersifat
otentik, menentukan tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse

(salinan sah), salinan dan kutipannya kepada pihak yang bersangkutan.

2 Laurensius Arliman S, Notaris dan Penegakkan Hukum Oleh Hakim, Yogyakarta:
Deepublish Publisher, 2015, him.22.



Dalam pembuatan akta otentik, notaris memiliki peran penting
dikarenakan pembuatan akta otentik merupakan perbuatan hukum yang
diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dalam  kehidupan
bermasyarakat.> Adanya peraturan perundang-undangan yang membahas
mengenai pentingnya pembuatan akta otentik, bertujuan agar terciptanya suatu
kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.*

Notaris memiliki salah satu kewenangan untuk membuat Akta mengenai
Perubahan Data Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 8 Ayat 4 Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021,
terdapat beberapa macam data yang dapat diubah oleh Perseroan Terbatas, antara
lain: jumlah kepemilikan saham yang berubah maupun pemegang sahamnya;
Susunan anggota direksi maupun komisaris yang berubah; Perubahan yang tidak
disertai Perubahan Anggaran Dasar meliputi pengambilalihan, penggabungan
dan juga pemisahan; Bubarnya suatu Perseroan serta habisnya masa berlaku
badan hukum Perseroan; Berubahnya nama pemegang saham dan juga alamat
Perseroan tersebut. Perubahan data tersebut dilakukan Perseroan Terbatas
dikarenakan adanya perkembangan di dunia usaha yang mengakibatkan

perubahan informasi dalam perusahaan.

3 Gladys Octavinadya Melati, “Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pendaftaran Fidusia
Online Terhadap Penerima Fidusia”, Jurnal Repertorium, Edisi 3, 2015. him.62.

4 Oemar Moechthar, Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta, Surabaya: Airlangga University
Press, 2017, him.4.



Data yang diambil dari perseroan tersebut dinyatakan dan dimuat dalam
akta notaris menggunakan Bahasa Indonesia.’ Selain itu, dalam perubahan
informasi perusahaan, tidak hanya dibuat dalam bentuk akta notaris, melainkan
memerlukan persetujuan Menteri dan ada juga yang cukup dengan
pemberitahuan saja.® Hal tersebut sama dengan kewenangan Notaris dalam
perubahan anggaran dasar yang dimana Notaris berwenang dalam pembuatan
Akta serta pengajuan perubahan anggaran dasar tersebut.

Adapun kewenangan untuk mengajukan perubahan data Perseroan tidak
dirincikan secara jelas dalam UUPT, akan tetapi Notarislah yang memiliki
kewajiban untuk mengajukan permohonan perubahan data tersebut kedalam
Sistem Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.” Hal tersebut
tercantum dalam peraturan baru yang dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat
dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum
Perseroan Terbatas.

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menyediakan suatu
sistem berbasis online yang bernama Sistem Administrasi Badan Hukum

(SABH). Menurut Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

3 Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2018, hlm.35.

6 Syarifah Rizka, “Akibat Hukum Atas Perseroan Terbatas Yang Perubahan Anggaran
Dasarnya Tidak Didaftarkan Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Putusan Mahkamah
Agung Nomor 183/Pdt.G/2014/PN.JAKSEL), Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2018,
hlm.12.

7 Bizlaw, “Perubahan Anggaran Dasar dan Tanggung Jawab Notaris”, Diakses melalui
https://bizlaw.co.id/perubahan-anggaran-dasar-dan-tanggung-jawab-notaris/ pada 19 September 2021,
pukul 15.30 WIB.




Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021, SABH sendiri merupakan
jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan, pemberian
persetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan
anggaran dasar, dan perubahan data Perseroan serta pemberian informasi lainnya
secara elektronik yang diberikan kepada masyarakat.

Perubahan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dari sistem manual
ke sistem elektronik merupakan perubahan yang diharapkan sehingga dapat
mempercepat pengurusan suatu badan hukum.® Akan tetapi, dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum (SABH) yang online ini akan tetap membutuhkan
peranan dari Notaris. Pemahaman mengenai sistem dari SABH, skill
mengoperasikan komputer serta internet yang masih kurang dalam
mengoperasikan SABH secara online merupakan kendala-kendala yang dapat
terjadi dalam sistem online ini. Hal tersebut menjadi tantangan bagi notaris
dalam menjalankan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Notaris juga dapat memberikan amanah
kepada pegawainya untuk melakukan input pada sistem SABH. Kendati
demikian, keahlian khusus tidak harus dimiliki oleh Pegawai Notaris atau PPAT,

setidaknya menguasai skill mengoperasikan komputer, hal lain yang terdapat di

8 Tia Sanitra Gumilang, “Pertanggungjawaban Notaris dan Akibat Hukum Pengesahan
Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum?”, Jurnal Lex Renaissance,
Vol. 4 No.1, 2019, hlm.155.



dalam dunia kenotariatan dapat dipelajari secara langsung di lapangan.’ Notaris
juga bertanggung jawab atas semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh
pegawainya.'® Sebagai contoh, untuk mengakses situs AHU seorang pegawai
notaris menggunakan akun notaris yang bersangkutan dan apabila terjadi
kesalahan dalam input data maka hal tersebut menjadi tanggung jawab notaris,
walaupun kesalahan tersebut dilakukan oleh pegawainya.!!

Permasalahan yang terdapat pada Sistem Administrasi Badan Hukum
(SABH), merupakan faktor lain yang menyebabkan terjadinya kesalahan.
Terdapat suatu kasus dimana adanya Notaris yang menginput suatu perubahan
informasi Perseroan Terbatas melalui SABH, akan tetapi saat ia melihat data
tersebut muncul pada website Kementerian Hukum dan HAM adanya kesalahan
pada data diluar sepengetahuan Notaris yang menyebabkan perubahan informasi
tersebut menjadi salah. Hal tersebut juga dapat terjadi dikarenakan adanya
kesalahan pada sistem Kementerian Hukum dan HAM. Walaupun hal tersebut
terjadi, kesalahan tersebut tetap menjadi tanggung jawab Notaris.

Maka dari itu, setiap perbuatan hukum yang notaris lakukan terdapat
konsekuensinya. Sama halnya apabila seorang notaris melakukan kesalahan,
maka ia akan mendapatkan sanksi. Tujuan sanksi diberikan kepada notaris agar

menjadi peringatan bagi notaris yang bersangkutan bahwa dalam melaksanakan

? Agustan Leny & Khairulnas, Tata Kelola Kantor Notaris/PPAT, Yogyakarta: UII Press,
2018, hlm.33.

19 Freddy Harris & Leny Helena, Notaris Indonesia, Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja, 2017,
hlm.122.

! Ibid, him.123.



tugas jabatannya, ia telah melanggar ketentuan seperti yang tercantum pada
UUJN dan agar kembali tertib sesuai Undang-Undang.'? Oleh karena itu,
ketelitian dalam proses penginputan data dibutuhkan dalam menjalankan jabatan
sebagai seorang Notaris. Dikarenakan apabila terjadi kesalahan input data, hal
tersebut menjadi tanggung jawab Notaris itu sendiri. Akibat hukum dari
kesalahan input tersebut juga merupakan hal yang harus diperhatikan.

Hal inilah yang menjadi alasan Penulis dalam melaksanakan penelitian
yaitu untuk dapat mengangkat permasalahan mengenai tanggung jawab notaris
terhadap kesalahan input perubahan data Perseroan Terbatas secara online, dan
kemudian setelah dilakukan penelitian diharapkan Penulis dapat menarik
kesimpulan mengenai hal tersebut. Sehingga penelitian ini menarik dan penting
untuk diteliti agar dapat mengetahui pertanggungjawaban notaris apabila
melakukan kesalahan input di Sistem Administrasi badan Hukum (SABH).
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk membahas
masalah dengan judul: “TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS
TERHADAP KESALAHAN INPUT PERUBAHAN DATA PERSEROAN

TERBATAS SECARA ONLINE”.

12 Sjaifurrachman & Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan
Akta, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011, him.194.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas
dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana prosedur perubahan data Perseroan Terbatas melalui Sistem
Administrasi Badan Hukum berbasis online?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum bagi notaris jika terdapat kesalahan
input perubahan data Perseroan Terbatas secara online?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya adalah :
1) Untuk memahami prosedur perubahan data Perseroan Terbatas melalui Sistem
Administrasi Badan Hukum berbasis online.
2) Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab hukum notaris
terhadap kesalahan input perubahan data Perseroan Terbatas secara online.

D. Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

a) Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan bermanfaat
bagi pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum, khususnya di bidang
kenotariatan, mengenai prosedur perubahan data Perseroan Terbatas melalui

Sistem Administrasi Badan Hukum berbasis online serta tanggung jawab



hukum notaris terhadap kesalahan input perubahan data Perseroan Terbatas

secara online.

b) Secara Praktis

Berlandaskan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat praktis

bagi:

a)

b)

Notaris

Mampu mengaplikasikan serta menyikapi permasalahan yang terjadi
mengenai kesalahan input perubahan data Perseroan Terbatas secara
online, sehingga dapat memberikan jalan keluar terhadap
permasalahan yang dihadapi.

Perseroan Terbatas

Pendiri Perseroan Terbatas, dapat memberikan pemahaman dan
pengetahuan mengenai Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)
serta mengambil keputusan apabila mengalami masalah terkait.
Kementerian Hukum dan HAM

Dapat memperbaiki kesalahan yang ada pada Sistem Administrasi
Badan Hukum (SABH), sehingga dapat meminimalisir terjadinya

kesalahan kedepannya.

Ruang Lingkup

Pada pokok pembahasan penelitian ini peneliti hanya membahas tentang

tanggung jawab hukum notaris terhadap kesalahan input perubahan data
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Perseroan Terbatas secara online. Agar bahasan proposal skripsi ini tidak meluas
maka penulis membatasi pembahasan berkaitan dengan prosedur perubahan data
Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum berbasis online
serta tanggung jawab hukum notaris terhadap kesalahan input perubahan data
Perseroan Terbatas secara online.

F. Kerangka Teori

i. Teori Tanggung Jawab Hukum

Hans Kelsen mengungkapkan bahwa seseorang yang berani
bertanggung jawab atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan
mengakibatkan suatu sanksi merupakan pengertian dari teori tangung jawab
hukum.!? Seseorang yang memiliki suatu kewenangan juga harus mempunyai
suatu tanggung jawab hukum.

Liability dan responsibility merupakan istilah tanggung jawab dalam
kamus hukum, istilah /iability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum
yaitu subjek hukum yang melakukan tanggung gugat akibat kesalahannya,
sedangkan pertanggungjawaban politik merujuk pada istilah responsibility.'*
Di dalam teori tanggung jawab hukum terdapat tiga unsur yang terkandung,

yaitu teori, tanggung jawab dan hukum. !>

13 Hans Kelsen, Teori Umum T entang Hukum dan Negara, Bandung: PT. Raja Grafindo
Persada, 2006, hlm.95

14 HR. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.
337.

15 Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan
Disertasi, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013, him.207.
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Tanggung jawab hukum timbul karena adanya sebuah perbuatan atau
hubungan hukum yang dilakukan subjek hukum, oleh karena itu hak dan
kewajiban bagi subjek hukum timbul karena adanya tanggung jawab hukum.
Dalam penyelenggaraan suatu negara dan pemerintahan, pada suatu jabatan
terdapat adanya pertanggungjawaban dan juga telah dilekati dengan
kewenangan, sejalan dengan prinsip umum; ‘“geenbevegdedheid zonder
verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulthota
bila mas-uliyat” yang artinya tidak ada kewenangan tanpa
pertanggungjawaban dan juga perspektif hukum publik, pertanggungjawaban
timbul karena adanya suatu kewenangan. !¢

Notaris yang merupakan pejabat umum juga mempunyai tanggung
jawab hukum dalam perbuatan hukum yang ia lakukan. Seperti pada halnya
dalam pembuatan akta serta penginputannya, apabila terjadi kesalahan dalam
pembuatan maupun penginputannya notaris mempunyai tanggung jawab
hukum atas akta tersebut.

Dalam penjelasan di atas tentu teori ini memiliki hubungan dengan
permasalahan dalam penelitian ini, bahwa notaris sebagai pejabat umum
mempunyai kewajiban serta tanggung jawab di dalam setiap perbuatan hukum
yang ia lakukan, seperti dalam kesalahan input perubahan data Perseroan

Terbatas secara online. Diharapkan pemilihan teori ini dapat dijadikan

16 Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mandatory,
Jakarta: Raja Grafindo Press, 2011, him. 352.
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pedoman serta membantu penulis dalam menjawab permasalahan pada
penelitian ini dengan menghubungkan kesesuaian antara kesalahan dan
tanggung jawab notaris terhadap kesalahan input perubahan data Perseroan
Terbatas secara online.

Teori Kewenangan

Kekuasaan dan kewenangan sangatlah penting dalam melaksanakan
fungsi pemerintahan. “kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai
orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan kharisma
atau kekuatan fisik” merupakan pengertian umum dari kewenangan yang juga
dapat diartikan sebagai kekuasaan.!’

Namun, dalam kewenangan dan kekuasaan mempunyai aspek yang
berbeda. Aspek politik dan hukum ialah aspek yang terdapat pada kekuasaan,
sedangkan salah satu aspek yang terdapat dalam kewenangan ialah aspek
hukum, oleh karena itu sumber dari kekuasaan terdapat dalam konstitusi dan
juga terdapat diluar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau
perang, sedangkan konstitusi ialah satu satunya sumber kewenangan.!'®

Dilihat dari sudut pandang hukum administrasi Negara konsep
kewenangan berkaitan dengan asas legalitas, dimana dalam setiap
penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum

terutama bagi negara-negara hukum yang menganut sistem hukum eropa

hlm.3.

17 Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, Op. Cit, hlm. 185.
18 Nandang Alamsah, Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan, Bandung: Unpad Press,
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kontinental, asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan
sebagai bahan dasar maupun acuan.

Pemberian perlindungan bagi anggota masyarakat dari tindakan
pemerintah merupakan tujuan dari asas legalitas.!® Dengan adanya asas ini
tindakan pemerintah yang berupa kekuasaan dan kewenangan sudah dapat
diprediksi lebih awal.?® Dalam sudut pandang Hukum Administrasi Negara,
wewenang merupakan hal yang sangatlah penting untuk pemerintah dalam
menyelenggarakan suatu pemerintahannya, hal ini disebabkan karena
pertanggungjawaban hukum akan selalu berkaitan dalam penggunaan
wewenang, oleh karena itu setiap organ atau pejabat pemerintahan yang diberi
wewenang tertentu tidak terlepas dari pertanggungjawaban yang ditimbulkan.

Oleh sebab itu alasan penulis menggunakan teori kewenangan ini karena
teori ini memiliki hubungan dengan permasalahan mengenai kewenangan dan
tanggung jawab hukum notaris dalam menjalankan tugasnya. Karena notaris
sebagai pejabat umum memiliki kewenangan sebagaimana yang sudah diatur
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris, yang dimana notaris berwenang dalam penginputan perubahan data
Perseroan Terbatas secara online dan juga ia bertanggung jawab atas

kewenangannya termasuk dalam kesalahan input perubahan data tersebut.

19 Lukman Hakim, “Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”,
Jurnal Konstitusi, Vol.4 No.1, 2011, him.121.
20 Ibid,
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Teori Akibat Hukum

Akibat hukum timbul karena adanya suatu peristiwa hukum. Akibat
hukum terdapat pada setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang
menimbulkan hak dan kewajiban dalam aspek kegiatan hukum sehari-hari,
perbuatan-perbuatan hukum banyak ditemukan di bidang perekonomian yang
berkenaan dengan perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih.

Terdapat beberapa aspek yang berhubungan erat dengan akibat hukum,
yaitu peristiwa hukum, perbuatan hukum, dan perbuatan melawan hukum.
Sebelum mengetahui pengertian akibat hukum, terlebih dahulu kita harus
memahami beberapa aspek diatas.

Secara sederhana, sebuah peristiwa yang dapat menggerakkan
hukum/menimbulkan akibat hukum dapat disebut sebagai peristiwa hukum.?!
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kejadian dapat diartikan juga sebagai
suatu peristiwa, jadi kejadian yang menimbulkan suatu adanya hukum dapat
berlaku atau kejadian yang berhubungan dengan hukum dapat disebut sebagai
peristiwa hukum. Aturan hukum menghubungkan peristiwa dan akibat.
Peristiwa tersebut dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum dan akibat yang
ditimbulkan dari peristiwa tersebut ialah akibat hukum.??

Selain peristiwa hukum, kita juga harus mengetahui pengertian dari

perbuatan hukum. Pengertian Perbuatan Hukum adalah subjek hukum yaitu

2l R, Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, him.251.
22 Ibid, him.191.
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manusia atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan, yang dapat
menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki oleh yang melakukannya. Suatu
perbuatan tidak dapat dikatakan perbuatan hukum jika perbuatan tersebut
akibatnya tidak dikehendaki bagi yang melakukannya. Unsur terakhir yang
harus terdapat dalam perbuatan hukum ialah akibat dari suatu perbuatan itu
diatur oleh hukum.

Salah satu komponen terakhir yang berhubungan dengan akibat hukum
ialah perbuatan melawan hukum. Pengertian dari Perbuatan Melawan hukum
menurut Pasal 1365 KUHPerdata ialah tiap perbuatan melawan hukum yang
membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya
menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian
akibat hukum dapat diartikan menjadi suatu akibat dari tindakan yang
dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan
diatur oleh hukum.??

Penulis berharap teori ini dapat menjadi pedoman serta membantu
dalam menjawab serta menganalisis tanggung jawab hukum bagi notaris jika
terdapat kesalahan input perubahan data Perseroan Terbatas secara online.

G. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah normatif,

yang didukung data lapangan berupa hasil wawancara. Pengertian penelitian

23 Ibid, hlm.295.
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hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka berdasarkan peraturan-peraturan yang ada
dan norma hukum yang berlaku di masyarakat.>* Pada penelitian hukum
normatif, peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai konsep atau
patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas berdasarkan pada hukum
yang dijadikan konsep sebagai kaidah atau norma.?> Dapat ditarik kesimpulan
bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berlandaskan
pada asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan
dan doktrin atau pengertian dari pakar hukum terkemuka.?®
Pendekatan Penelitian
Terdapat beberapa pendekatan di dalam penelitian hukum. Dalam
penyusunan penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan dalam
penulisan skripsi ini adalah:
a) Pendekatan Undang — Undang (Statute Approach)
Pendekatan perundang — undangan atau statute approach dilakukan
dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan
isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan

suatu dalih untuk memecahkan isu yang dihadapi.?’

24 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif> Suatu Tinjauan Singkat,

Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm.13-14.

25 Amiruddin & H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 2006, him.118.

26 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Tangerang: Unpam Press, 2018, hlm.57.
27 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2014, him. 93.
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b) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan Konseptual merupakan suatu metode pendekatan
melalui mendekatkan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang
ada. Pandangan-pandangan sarjana dan doktrin hukum merupakan
pendapat dimana prinsip-prinsip hukum dapat ditemukan.?®

3. Jenis dan Sumber Hukum
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu
merupakan data yang dijelaskan dalam bentuk kata verbal bukan dalam
bentuk angka.?® Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat

dibagi menjadi tiga, yakni :

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan yang isinya bersifat mengikat
karena dikeluarkan oleh pemerintah dan diperoleh secara langsung dari
peraturan perundang-undangan. Diantaranya sebagai berikut:

a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas.

b)  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris.

28 Ibid, hlm.138.
29 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Y ogyakarta: Rakesarasin, 1996, hlm. 2.
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c) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun
2017 Tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan
Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan.

d)  Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun
2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian,
Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan
Terbatas.

2. Bahan Hukum Sekunder merupakan instrumen yang membantu dalam
menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Buku-buku teks,
kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar
atas putusan pengadilan ialah beberapa macam bahan hukum
sekunder.*’

3. Bahan Hukum Tersier adalah dokumen atau bahan hukum yang
memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder yang seperti kamus hukum, ensiklopedi hukum, materi
seminar, media massa, dan berupa kamus hukum, bahan seminar,
media massa, dan internet.>!

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan dan data

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

30 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Cet 5), Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2003, hlm.67.

31 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Op. Cit, him.13-14.
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bahan hukum tersier yang diantaranya seperti perundang-undangan, artikel
ilmiah, buku, jurnal, makalah, kamus hukum, dan hasil penelitian lainnya.?
Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
metode penelitian bersifat deskriptif analisis, dimana bentuk analisis data yang
dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan primer dan bahan
sekunder.?? Dimana analisis ini akan menguraikan secara jelas dan sistematis
dengan menggunakan kalimat yang teratur dan tidak tumpang tindih untuk
memberi kemudahan dalam pemahaman sebuah kesimpulan yang akan
memberikan jawaban atas suatu permasalahan dalam penulisan penelitian.
Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil dari akhir dari sebuah penelitian
yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud
merupakan jawaban atas perumusan masalah atau dalam pertanyaan penulis
yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.
Metode deduktif ialah metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan
pada penelitian ini yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang

bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.**

107.

32" Amiruddin & Zainal Asikin, Op. Cit, hlm.32
33 Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kelima, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.

34 Beni Achmad Sachani, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 93.
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